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ABSTRAK 

Latar belakang: Dari penelitian ini adalah perlakuan genosida terhadap etnis Rohingya di 

Myanmar telah menjadi isu yang mendalam dan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan studi 

kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan genosida terhadap etnis Rohingya, 

serta menggunakan pendekatan deskriptif argumentatif. 

Identifikasi Masalah: Apakah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Myanmar merupakan 

tindak kejahatan genosida, serta sebagaimana upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara 

Myanmar dengan etnis rohingnya ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. 

Metode Penelitian: Dalam Penilitian ini menggunakan Metode Penilitian Hukum Normatif. 

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum 

doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, prinsip 

-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam 

peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 

Pembahasan: Negara dalam hukum Internasional merupakan subyek hukum utama sebab sifat 

negara cakap dalam melakukan hubungan internasional dalam segala hal, baik sesama negara 

maupun dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya, kedudukan negara sebagai 

subyek hukum internasional yang memainkan peranan yang sangat dominan. Dalam rangka 

menyelesaiakan sengketa yang terjadi antara pemerintah Myanmar dan etnis muslim 

rohingnya, sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB terlebih dahulu sebaiknya menggunakan cara 

diplomasi, apabila tidak menemukan titik terang dalam permasalahan ini maka baru beralih 

dengan menggunakan cara hukum yakni melalui peradilan. 

Penutup: Perlakuan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar memiliki dampak serius dari 

perspektif hukum pidana internasional. Genosida diatur oleh Konvensi Genosida Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948, yang mendefinisikan genosida sebagai tindakan-tindakan 

tertentu yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, 

kelompok etnis, nasional, ras, atau agama. 

 

Kata kunci: Genosida; Etnis Rohingya, Hukum Pidana Internasional 

 
ABSTRACT 

Background: from this research, the genocidal treatment of the Rohingya ethnic group in 

Myanmar has become a deep and controversial issue in recent years. This type of research uses 

a normative legal research type, namely by studying literature and literature related to the 

genocide against the Rohingya ethnic group, as well as using a descriptive argumentative 

approach. 

Problem Identification: Are the crimes committed by Myanmar a crime of genocide, as well as 

efforts to resolve the dispute between Myanmar and its Rohingya ethnic group from the perspective 

of international criminal law. 

Research Method: This research uses the Normative Legal Research Method. Normative Legal 

Research is legal research carried out by examining library materials or secondary data. 

Normative legal research is also called doctrinal legal research. According to Peter Mahmud 

Marzuki, normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles and legal 
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doctrines to answer the legal issues faced. In this type of legal research, law is often 

conceptualized as what is written in statutory regulations or law is conceptualized as rules or 

norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate. 

Discussion: the state in international law is the main legal subject because the state is capable of 

carrying out international relations in all matters, both among states and with other subjects of 

international law, the state's position as a subject of international law plays a very dominant 

role. In order to resolve the dispute that occurred between the Myanmar government and its 

Rohingya Muslim ethnic group, in accordance with Article 33 of the UN Charter, it is best to 

first use diplomatic methods, if you do not find a bright spot in this problem, then turn to legal 

methods, namely through the judiciary. 

Conclusion: The genocidal treatment of the Rohingya ethnic group in Myanmar has serious 

implications from an international criminal law perspective. Genocide is regulated by the 

United Nations (UN) Genocide Convention of 1948, which defines genocide as specific acts 

committed with the intent to destroy, in whole or in part, an ethnic, national, racial, or religious 

group. 

 

Key words: Genocide; Rohingya Ethnicity, International Criminal Law 

 

 
PENDAHULUAN 

Perlakuan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah 

menciptakan latar belakang yang sangat kompleks dan kontroversial, dilihat dari 

perspektif hukum pidana internasional. Sejumlah faktor dan peristiwa 

memainkan peran penting dalam membentuk konteks hukum pidana 

internasional terkait kasus ini seperti Konflik Sejarah dan Diskriminasi 

Struktural, Kekerasan dan Pembersihan Etnis, Operasi Militer dan Kejahatan 

Perang, Ketidaksetujuan dan Pembelaan Pemerintah Myanmar, dan Tanggapan 

Internasional dan Tekanan Diplomatik. kejahatan genosida yang berhubungan 

dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan 

terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang 

akan melnyelbabkan masalah ilntelrnasilonal dalam suatu nelgara. Eltnils Rohilngya 

melndilamil dua kota dil Utara Nelgara Bagilan Rakhilnel, yang dulu dilkelnal delngan 

nama Arakan, willayah bagilan barat Myanmar. Filsilk Eltnils Rohilngya yang 

dilanggap belrbelda olelh Pelmelrilntahan Myanmar selhilngga melnjadil salah satu 

faktor pelrmasalahan karelna dilanggap selbagail bukan warga nelgara. Ilronilsnya 

Nelgara Bangladelsh, yang selcara filsilk dilanggap milrilp melnganggap bahwa Eltnils 

Rohilngya bukan bagilan daril warga nelgaranya. Laporan Human Rilght Watch 

melncatat seltildaknya tilga delsa dil Rakhilnel Barat dilbakar olelh telntara Myanmar 

yang melngakilbatkan 28 orang telwas. Kondilsil tildak hanya telrjadil saat ilnil, teltapi l 

seljarah melncatat belrbagail kelkeljaman telrhadap eltnils Rohilngya tellah telrjadi l 

seljak masa lalu. Salah satu akar masalah pelndelriltaan eltnils Rohilngya di l 

Myanmar adalah dilhapuskannya eltnils Rohilngya daril konstiltusil Myanmar 

(Constiltutilon of thel Relpublilc of thel Unilon of Myanmar). Pelmelrilntah Myanmar 

selcara relsmil hanya melngakuil 135 kellompok eltnils yang belrbelda. Keladaan eltnils 

Rohilngya tildak juga melmbailk. Pelmelrilntah Junta Milliltelr Myanmar pun masilh 

melndilskrilmilnasil eltnils Rohilngya selhilngga pelcah kelrusuhan belsar pada 2012 dan 

2014. Puncaknya pada 2015, Pelmelrilntah Myanmar dilduga melncabut status 

kelwarganelgaraan eltnils Rohilngya, delngan cara melnarilk kartu putilh (KTP 

selmelntara) daril pelnduduk eltnils Rohilngya selhilngga tildak punya 

kelwarganelgaraan lagil. Ilnillah pelnyelbab melrelka melngungsil daril Myanmar karelna 

tildak punya status kelwarganelgaraan dan pelrlakuan dilskrilmilnasil. Nasilb eltni ls 

milnoriltas ilnil tildak sellalu melndapatkan pelrlakuan yang bailk dil willayah nelgara 
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yang dildudukilnya, pellanggaran-pellanggaran hak asasil manusila selrilng dilalamil 

olelh eltnils milnoriltas ilnil.1 Melngelnail pellanggaran HAM (Hak Asasil Mnausila), 

melnurut C. Del Rovelr bahwa pellanggaran HAM (Hak Asasil Manusila) melrupakan 

seltilap tilndakan yang salah selcara ilntelrnasilonal yang dillakukan olelh suatu 

nelgara, dan dapat melnilmbulkan pelrtanggungjawaban ilntelrnasilonal kelpada 

nelgara telrselbut. Tilndakan salah melnurut hukum ilntelrnasilonal dilanggap ada jilka: 

Tilndakan yang telrdilril atas suatu pelrbuatan atau kellalailan pelrbuatan dilpelrtalilkan 

(dilpelrsalahkan) kelpada nelgara belrdasarkan hukum ilntelrnasilonal dan tilndakan 

telrselbut melrupakan tilndakan yang mellanggar kelwajilban ilntelrnasilonal dari l 

nelgara telrselbut. 
1 Delwil, J.S., & Naji lca, F. U. (2022). Ke ljatahatan Ge lnosilda Myanmar Te lrhadap eltnils Rohilngya 

Diltilnjau dari l pe lrspe lktilf Hukum Pi ldana I lnte lrnasi lonal. Borne lo Law Re lvi lelw, 6(1),hlm 42-61. 

Masyarakat rohilngya tellah melngalamil belrbagail belntuk pellanggaran hak 

asasil manusila yang telrmasuk pada keljahatan gelnosilda telrutama seljak tahun 

1978. Hak kelbelbasan untuk belrgelrak bagil orang-orang rohilngya dilbatasil selcara 

keltat dan dilkelluarkannya Undang-Undang Ciltilzhelnshilp Law yang melngakilbatkan 

Myanmar delngan belbas mellakukan dilskrilmilnasil kelpada masyarakat yang tildak 

melmillilkil status kelwarganelgaraan. Belrbagail belntuk tilndak pellanggaran HAM 

telrhadap eltnils Rohilngnya antara lailn tilndakan gelnosilda seljak 1978 delngan 

tujuan untuk melngusilr kelbelradaan melrelka daril willayah Myanmar. Hak 

kelbelbasan untuk belrgelrak (freleldom to movelmelnt) bagil orang-orang Rohilngnya 

dilbatasil selcara keltat dan selbagilan belsar daril melrelka tildak dilakuil selbagail warga 

nelgara Myanmar, mellailnkan selbagail ilmilgran illelgal. Pada tahun 1978, telrjadi l 

pula opelrasil milliltelr masilf, yang dilkelnal delngan nama Opelrasil Naga Miln (Dragon 

Kilng) untuk melnghillangkan ilmilgran illelgal, bahkan pada tahun 2012, seljak 

telrjadilnya konflilk 10-28 Junil 2012 seldilkiltnya 650 warga eltnils Rohilngnya telwas, 

selkiltar 1200 warga dilnyatakan hillang, dan 550 rilbu warga kelhillangan telmpat 

tilnggal. 

Telrjadilnya pellanggaran HAM (Hak Asasil Manusila) telrhadap eltni ls 

Rohilngya dil Myanmar tellah melnjadil pelrhatilan dunila Ilntelrnasilonal. Eltnils 

Rohilngya yang tellah tilnggal belbelrapa gelnelrasil dil bagilan willayah Myanmar, 

tildak melndapatkan keladillan daril pelmelrilntah Myanmar. Belrbagail pellanggaran 

HAM yang telrjadil telntu beltelntangan delngan ilnstrumeln dasar hukum 

ilntelrnasilonal. Eltnils Rohilngnya yang melngalamil tilndakan dilskrilmilnasil belrupa 

pelnyilksaan dan kelkelrasan yang tildak manusilawil, melmbuat nelgara harus 

belrtanggung jawab delngan mellakukan pelnyellildilkan atas kasus pelmbunuhan 

Eltnils Rohilngnya delngan selcara tranparan dan jujur untuk dapat melngadillil dan 

melnghukum pellakupellaku telrselbut. Elskalasil konflilk dil Rakhilnel kelmbali l 

telrjadil. Seljak 1982, keltilka Jelndelral Nel Wilng melngelluarkan kelbiljakan selgrelgasi l 

warga nelgara, orangorang Rohilngnya sudah telrdilskrilmilnasil dan melngalami l 

pelrselkusil. Sellailn telrancam gelnosilda, melrelka pun tildak melndapatkan hak 

sellayaknya warga nelgara2. Relnteltan kelkelrasan telrhadap muslilm Rohilngnya 

pada dasarnya sudah melmelnuhil delfilnilsil untuk dilselbut pelmbelrsilhan eltni ls 

dalam pelngelrtilan Konvelnsil Pelrselrilkatan BangsaBangsa 1948 telntang gelnosilda3. 

Pasal 2 konvelnsil melnyatakan gelnosilda belrartil pelrbuatan delngan tujuan 

melnghancurkan, bailk kelselluruhan maupun selbagilan, selbuah bangsa, eltnils, ras, dan 

kellompok agama delngan cara melmbunuh atau melmbatasil hak-hak dan kelbelbasan 

melrelka. Pada Pasal 7 Undang-Undang Pelngadillan HAM (Hak Asasil  Manusila)  

dilnyatakan bahwa keljahatan gelnosilda melrupakan keljahatan yang mellanggar 

HAM (Hak Asasil Manusila) yang belrat karelna tilndakannya dillakukan delngan  cara 
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melmbunuh, yang melnyelbabkan pelndelriltaan yang  belrat,  kelmusnahan, pelmaksaan 

olelh kellompok-kellompok bahkan pelmildahan anak-anak yang dillakukan selcara 

paksa olelh kumpulan satu kel kumpulan yang lailn. Delngan delmilkilan pada undang-

undang pelngadillan hak  asasil manusila telrselbut selcara telgas melmbelrilkan ancaman 

telrhadap pellakunya. Sellanjutnya, ilstillah hukum pildana ilntelrnasilonal selmula 

dilpelrkelnalkan dan dilkelmbangkan olelh pakar-pakar hukum ilntelrnasilonal dari l 

Elropa daratan selpelrtil Frelildelrilch Melillil pada tahun 1910 daril  Swilss,  Gelorg  

Schwarzelnbelrgelr  pada  tahun  1950  daril  Jelrman,  Gelrhard Muelllelr pada tahun 

1965 daril Jelrman, J.P Francoils pada ta hun 1967, Rollilng dan Van Belmmelleln 

pada tahun 1979 daril Bellanda, kelmudilan dililkutil olelh pakar hukum daril Amelrilka 

Selrilkat selpelrtil Eldmund Wilsel pada tahun 1965 dan Chelrilf Bassilounil pada tahun 

1986. Pildana Ilntelrnasilonal melnunjukkan adanya suatu pelrilstilwa keljahatan yang 

silfatnya ilntelrnasilonal, yailtu keljahatan-keljahatan yang dilatur dalam 

konvelnsilkonvelnsil ilntelrnasilonal selbagail tilndak pildana i lntelrnasilonal. Adapun yang 

dilmaksud delngan hukum pildana ilntelrnasilonal adalah hukum yang melnelntukan 

hukum pildana nasilonal yang akan diltelrapkan telrhadap keljahatan- keljahatan yang 

nyata-nyata tellah dillakukan billamana telrdapat unsur-unsur ilntelrnasilonal 

dildalamnya antara lailn ilndilvildu, nelgara, dan badan swasta. Hukum pildana 

ilntelrnasilonal selbagail cabang illmu baru dalam seljarah pelrkelmbangannya tildak 

telrlelpas dan bahkan belrkailtan elrat delngan seljarah pelrkelmbangan Hak Asasil 

Manusila. 

Eltnils muslilm rohilngnya melrupakan ilmilgran gellap dan bellum melndapat 

status kelwarganelgaraan daril pelmelrilntah Myanmar. Olelh karelna hal telrselbut 

selhilngga pelmelrilntah Myanmar mellakukan dilskrilmilnasil telrhadap eltnils musli lm 

rohilngnya telrselbut. Masyarakat rohilngya tellah melngalamil belrbagail belntuk 

pellanggaran hak asasil manusila yang telrmasuk pada tilndakan gelnosilda telrutama 

seljak tahun 1978. Hak kelbelbasan untuk belrgelrak bagil orang-orang rohilngya 

dilbatasil selcara keltat dan selbagilan belsar daril melrelka tildak dilakuil selbagail warga 

nelgara Myanmar. Delngan melmpelrtilmbangkan faktor-faktor ilnil, hukum pildana 

ilntelrnasilonal dapat melnjadil alat untuk melnuntut pelrtanggungjawaban ilndilvildu 

atau pelmelrilntah yang telrlilbat dalam gelnosilda atau keljahatan pelrang telrhadap 

eltnils Rohilngya. Melskilpun ada tantangan poliltilk dan hukum dalam melngadillil 

kasus selmacam ilnil, telkanan ilntelrnasilonal telrus melnilngkat untuk melmastilkan 

keladillan dan melngakhilril silksaan telrhadap eltnils Rohilngya dil Myanmar. 

 

 

IDENTIFIKASI MASALAH 

Daril latar bellakang dil atas, pelnelliltil melndapat dua rumusan maslah yailtu, 

1. Apakah tilndakan keljahatan yang dillakukan olelh Myanmar melrupakan 

tilndak keljahatan gelnosilda? 

2. Selrta bagailmana upaya pelnyellelsailan selngkelta yang telrjadil antara 

Myanmar delngan eltnils rohilngnya diltilnjau daril pelrspelktilf hukum pildana 

ilntelrnasilonal? 

 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam Pelnilliltilan ilnil melnggunakan Meltodel Pelnilliltilan Hukum Normatilf. 

Pelnelliltilan Hukum Normatilf melrupakan pelnelliltilan hukum yang dillakukan 

delngan cara melnelliltil bahan pustaka atau data selkundelr. Pelnelliltilan hukum 

normatilf dilselbut juga pelnelliltilan hukum doktrilnal. Melnurut Peltelr Mahmud 
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Marzukil, pelnelliltilan hukum normatilf adalah suatu prosels untuk melnelmukan suatu 

aturan hukum, prilnsilp-prilnsilp hukum, maupun doktriln-doktriln hukum guna 

melnjawab ilsu hukum yang dilhadapil. Pada pelnelliltilan hukum jelnils ilnil, 

selrilngkalil hukum dilkonselpkan selbagail apa yang telrtulils dalam pelraturan 

pelrundangundangan atau hukum dilkonselpkan selbagail kaildah atau norma 

yang melrupakan patokan belrpelrillaku manusila yang dilanggap pantas. 

Tolok ukur Soelrjono Soelkanto dalam pelmbahasan nya melngelnal 

pelnelliltilan Hukum Normatilf adalah daril silfat dan ruang lilngkup dilsilpliln hukum, 

dilmana dilsilpliln dilartilkan selbagail suatu silstelm ajaran telntang kelnyataan, yang 

bilasanya melncakup dilsilpliln analiltils dan dilsilpliln prelksrilptilf jilka hukum 

dilpandang hanya melncakup selgil normatilf nya saja. Namun delmilkilan masilh 

delngan tulilsan yang sama telrselbut, Soeljono Soelkanto teltapil ilngiln 

melmbuktilkan dan melnelgaskan bahwa dilsilpliln hukum lazilmnya juga dapat 

dilartilkan selbagail suatu silstelm ajaran telntang hukum selsuail delngan norma dan 

kelnyataan (pelrillaku) atau selbagail suatu yang dil cilta ciltakan dan selbagail 

relaliltas/hukum yang hildup bahkan dilsilpliln hukum yang melmillilkil selgil umum 

dan khusus. 

 

PEMBAHASAN 

A. Tindakan Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Myanmar Merupakan Tindak 

Kejahatan Genosida 

Nelgara dalam hukum Ilntelrnasilonal melrupakan subyelk hukum utama selbab 

silfat nelgara cakap dalam mellakukan hubungan ilntelrnasilonal dalam selgala hal, 

bailk selsama nelgara maupun delngan subyelk-subyelk hukum ilntelrnasilonal 

lailnnya . Keldudukan nelgara selbagail subyelk hukum ilntelrnasilonal yang 

melmailnkan pelranan yang sangat domilnan. Domilnan pelranan ilnil dalam 

hubungan-hubungan hukum ilntelrnasilonal tildak telrlelpas daril kellelbilhan nelgara, 

yaknil nelgara melmpunyail apa yang dilselbut delngan keldaulatan. Salilng 

melmbutuhkan antar nelgara satu delngan yang lailn dilbelrbagail bildang dalam 

hildup dan kelhildupan melmbelrilkan dampak tilmbulnya selbuah hubungan yang 

belrsilfat teltap selrta belrkellanjutan dan belrdampak tilmbulnya kelpelntilngan untuk 

melnjaga dan melmellilhara hubungan telrselbut. Ilkatan antar nelgara awalnya 

belrjalan lancar, bailk namun ada kalanya belrjalan kurang bailk. Selbabnya ada 

pilhak yang mellakukan pelngilngkaran yang belrdampak lahilrnya konflilk. 

Konflilk nelgara bilsa belrakar daril belbelrapa unsur, dilantaranya Ildelologil, 

elkonomil, poliltilk, maupun keltelrkailtan antar kelpelntilngan telrkailt. Dalam 

ilntelraksil selsama manusila, konflilk atau selngkelta melrupakan hal bilasa telrjadil. 

Konflilk Myanmar dan eltnils Rohilngnya yang bellum usail. Eltnils Rohilngya 

melrupakan salah satu eltnils milnoriltas dil Myanmar dan dilanggap melnjadil 

pelndatang tanpa ilziln yang belrasal daril Bangladelsh. Orang Rohilngya adalah 

eltnils milnoriltas Muslilm yang tilnggal dil Provilnsil Arakan, Myanmar Barat 

Laut4. 5Rohilngya tellah melngalamil belrbagail belntuk pellanggaran HAM, 

telrmasuk keljahatan gelnosilda. Pelmbatasan keltat atas hak kelbelbasan belrgelrak 

bagil eltnils Rohilngya. Pelmelrilntah Myanmar melngelluarkan Undang-undang 

Kelwarganelgaraan yang melmbuat dilskrilmilnasil belbas dillakukan telrhadap 

orang- orang tanpa status kelwarganelgaraan. 

 

 

 

B. Hukum Pidana Internasional 



 

 

 
 

314 

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 

(2024), 2 (2): 309–320                2962-5351 

http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura 

Hukum ilntelrnasilonal adalah melnurut pelndapat Casselsel (2006) melmbelrilkan 

pelngelrtilan bahwa hukum pildana ilntelrnasilonal adalah selkumpulan aturan 

hukum ilntelrnasilonal yang mellarang keljahatan-keljahatan ilntelrnasilonal dan 

melmbelbankan kelwajilban kelpada nelgara-nelgara untuk melnuntut dan 

melnghukum selkurang- kurangnya belbelrapa bagilan daril keljahatan-keljahatan iltu. 

Hukum Ilntelrnasilonal adalah kelselluruhan kaeldah-kaeldah dan asas-asas 

yang melngatur hubungan atau pelrsoalan yang mellilntasil batas-batas nelgara- 

nelgara antara nelgara delngan nelgara selrta nelgara delngan subjelk hukum lailn 

bukan nelgara atau subyelk hukum  bukan  nelgara  satu  sama lailn. Suatu  

konselp  hukum  Ilntelrnasilonal  adalah  belrlaku  apabilla  tellah diltelrilma selbagail 

suatu keltelntuan yang melngatur olelh masyarakat Ilntelrnasilonal iltu selndilril. Hal 

ilnil dapat  belrupa  suatu  kelbilasaan Ilntelrnasilonal yang tellah lama ada,  

maupun belrdasarkan atas suatu landasan hukum yang  dillakukan  olelh  dua  

atau  lelbilh nelgara selbagail salah satu subjelk hukum Ilntelrnasilonal yang tellah 

dilakuil kelbelradaannya. Dalam pelnelrapannya, hukum ilntelrnasilonal telrbagil 

melnjadil dua, yailtu: hukum ilntelrnasilonal publilk dan hukum pelrdata 

ilntelrnasilonal. Hukum ilntelrnasilonal publilk adalah kelselluruhan kaildah dan asas 

hukum yang melngatur hubungan atau pelrsoalan yang mellilntasil batas nelgara, 

yang bukan belrsilfat pelrdata. Seldangkan hukum pelrdata ilntelrnasilonal adalah 

kelselluruhan kaildah dan asas hukum yang melngatur hubungan pelrdata yang 

mellilntasil batas nelgara, delngan pelrkataan lailn, hukum yang melngatur 

hubungan hukum pelrdata antara para pellaku hukum yang masilng-masilng 

tunduk pada hukum pelrdata yang belrbelda. 

Dil dalamnya juga melngatur proseldur untuk melnuntut dan melngadillil 

orang- orang yang diltuduh mellakukan keljahatan iltu. Ilstillah hukum pildana 

ilntelrnasilonal selmula dilpelrkelnalkan  dan  dilkelmbangkan  olelh  pakar-pakar  

hukum ilntelrnasilonal daril Elropa daratan selpelrtil Frelildelrilch Melillil pada tahun 

1910 daril Swilss, Gelorg Schwarzelnbelrgelr pada tahun 1950 daril Jelrman, 

Gelrhard Muelllelr pada tahun 1965 daril Jelrman, J.P Francoils pada ta hun 1967, 

Rollilng dan Van Belmmelleln pada tahun 1979 daril Bellanda, kelmudilan dililkutil 

olelh pakar hukum daril Amelrilka Selrilkat selpelrtil Eldmund Wilsel pada tahun 1965 

dan Chelrilf Bassilounil pada tahun 1986. Pildana Ilntelrnasilonal melnunjukkan 

adanya suatu pelrilstilwa keljahatan yang silfatnya ilntelrnasilonal, yailtu keljahatan-

keljahatan yang dilatur dalam konvelnsil-konvelnsil ilntelrnasilonal selbagail tilndak 

pildana ilntelrnasilonal. Adapun yang dilmaksud delngan hukum pildana 

ilntelrnasilonal adalah hukum yang melnelntukan hukum pildana nasilonal yang akan 

diltelrapkan telrhadap keljahatan-keljahatan yang nyata-nyata tellah dillakukan 

billamana telrdapat unsur-unsur ilntelrnasilonal dildalamnya antara lailn ilndilvildu, 

nelgara, dan badan swasta. Hukum pildana ilntelrnasilonal selbagail cabang illmu 

baru dalam seljarah pelrkelmbangannya tildak telrlelpas dan bahkan belrkailtan elrat 

delngan seljarah pelrkelmbangan Hak Asasil Manusila.6 

 

C. Analisis Tindak Kejahatan Genosida oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya 

Keljahatan telrhadap kelmanusilaan yang dilalamil olelh eltnils rohilngya belrupa 

pelngusilran atau pelmilndahan pelnduduk selcara paksa (crilmels agailnst humanilty 

of delportatilon or forcilblel transfelr of populatilon). Pelngusilran atau 

pelmilndahan pelnduduk selcara paksa (Crilmels Agailnst Humanilty of Delportatilon 

or forcilblel transfelr of populatilon) dalam pasal 7 ayat 2 huruf c Statuta Roma 

diljellaskan bahwa pelngusilran atau pelmilndahan pelnduduk selcara paksa belrartil 

pelmilndahan orang selcara paksa delngan cara pelngusilran atau tilndakan 
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pelmaksaan lailnnya daril daelrah dilmana melrelka tilnggal selcara sah tanpa 

dilbelrilkan alasan yang dililjilnkan olelh hukum ilntelrnasilonal. Kata paksa dilsilnil 

tildak hanya telrbatas pada paksaan filsilk saja, namun dapat belrupa ancaman 

kelkelrasan atau yang dapat melmbelrilkan telkanan psilkologils. Apabilla diltilnjau 

belrdasarkan hukum ilntelrnasilonal, jilka suatu nelgara dilrasa tildak mau untuk 

melngadillil para pellaku tilndak keljahatan maka kasus telrselbut dapat dilambill 

alilh olelh Delwan Kelamanan PBB. Delngan ilnil kasus yang telrjadil dil Myanmar 

dapat dilambill alilh olelh Delwan Kelamanan PBB untuk melrelkomelndasilkan 

pelnyellelsailan apa yang dilgunakan untuk melngakhilril kasus yang telrjadil dil 

Myanmar.7 

Selbelnarnya billa dilcelrmatil lelbilh lanjut, konflilk kellompok milnoriltas 

delngan pelnguasa, dilpelngaruhil olelh silkap dan tilndakan pelmelrilntahan dapat 

dillilhat daril pola- pola kelbiljakannya. Kelbiljakan pelmelrilntahan telrhadap agama 

dapat dilsilmpulkan melnjadil lilma pola, yailtu: Pelrtama, dukungan paksa telrhadap 

suatu agama (elnforceld support of rellilgilon). Agama lelbilh diljadilkan alat olelh 

pelmelrilntah untuk melmelnuhil tujuan pelmelrilntah, khususnya dilgunakan 

selbagail alat untuk melngilntelgrasilkan masyarakat. 8Olelh karelna iltu, billa 

kelompok minoritas yang selalu menonjolkan ildelntiltasnya, akan celndelrung 

dilanggap selbagail suatu ancaman bagil nelgara9. Konselp dasar dalam mellilhat 

kelragaman eltnilk dan agama untuk melngelmbangkan natilon-builldilng adalah 

delngan cara melnyatukan atau pelnyelragaman. Artilnya, melngelnelralilsasilkan 

pelrsoalanpelrsoalan masyarakat atas dasar pelrsamaan yang ada, bukan atas 

dasar pelrbeldaannya. Keldua, selbatas melmbelrilkan dukungan atau motilvasil 

telrhadap agama (elncouragelmelnt of rellilgilon) dan tildak sampail pada 

pelmaksaan. Namun konselp ilnil melmillilkil kellelmahan: (1) dukungan pelmelrilntah 

celndelrung hanya diltujukan pada agama mayoriltas saja delngan harapan 

pelngilkut agama mayoriltas saja delngan harapan pelngilkut agama mayoriltas akan 

melmbelrilkan dukungan kelpada pelmelrilntahan yang seldang belrlangsung. Billa 

hal iltu yang telrjadil, maka melmungkilnkan telrjadilnya keltildakadillan dan 

dilskrilmilnasil telhadap agama- agama yang belrada dalam posilsil milnoriltas. (2) 

Dukungan pelmelrilntahan lelbilh diltujukan kelpada agama milnoriltas, agar dapat 

melngakomodasilkan kelpelntilngan melrelka untuk melnggapail dukungan poliltils 

melrelka kelpada pelmelrilntah. Billa hal iltu yang telrjadil, maka selrilngkalil dil 

tilngkat masyarakat tilmbul kelcelmburuan daril kellompok mayoriltas telrhadap 

milnoriltas dan melrupakan potelnsil konflilk sosilal dil antara melrelka. Keltilga, 

silkap neltral telrhadap agama (nelutralilty toward rellilgilon). Silkap ilnil 

melnelkankan adanya pelmilsahan antara agama dan nelgara, bahkan nelgara tildak 

ilkut campur delngan selgala kelgilatan kelagamaan. Silkap neltral telrhadap agama 

adalah selpelrtil apa yang dilsarankan dan dillakukan olelh Lelel Kuan Yelw 

(Silngaporel) telrhadap agama-agama dil Silngaporel. Selbelnarnya hal yang sama 

juga dillakukan olelh San (Myanmar), teltapil pelmelrilntahan yang seldang 

belrkuasa melmillilkil pandangan yang belrbelda. Kelelmpat, belroposilsil telrhadap 

suatu kellompok agama (opposiltilons to a partilcular rellilgilous groups). 

Pelmelrilntah mellakukan silkap oposilsil telrhadap agama telrelntu, yang bilasanya 

agama kellompok agama mayoriltas, karelna ilngiln melmprotelksil kellompok 

mayoriltas, karelna ilngiln melmprotelksil kellompok agama mayoriltas dalam 

pelrjalanan sosilal poliltilk dil nelgaranya. Kellilma, belroposilsil telrhadap agama 

telrtelntu, yang bilasanya agama kellompok agama mayoriltas dalam pelrjalanan 

sosilal poliltilk dil nelgranya. Kellilma, belroposilsil telrhadap agama selbagail suatu 

kelkuatan dalam masyarakat (Opposiltilon to rellilgilon as a forcel iln socilelty). 
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Kellilma pola kelbiljakan pelmelrilntahan telrhadap kellompokkellompok agama 

telrselbut ilkut melnelntukan pelrkelmbangan agama dil suatu nelgara. Sellailn pelran 

pelmelrilntah yang melwarnail pelrkelmbangannya, ilntelraksil delngan kellompok-

kellompok agama telrselbut ilkut melnelntukan pelrkelmbangan agama dil suatu 

nelgara. Sellailn pelran pelmelrilntah yang melwarnail pelrkelmbangannya, ilntelraksil 

delngan kellompok-kellompok lailn dil masyarakat, selpelrtil delngan kellompok 

mayoriltas dan kellompokkellompok milnoriltas lailnnya juga melnelntukan dilnamilka 

kellompok telrselbut. 

Keljahatan gelnosilda yang dillakukan olelh pelmelrilntah Myanmar telrhadap 

eltnils rohilngnya adalah suatu tilndakan yang sudah mellanggar Hak Asasil 

Manusila masyarakat rohilngnya. Pellanggaran HAM (Hak Asasil Manusila) yang 

cukup belrat telrjadil, telrdapat dua relaksil umum yang tilmbul daril masyarakat 

rohilngnya, yaknil teltap tilnggal dil Myanmar atau melmillilh melnjadil pelngungsil 

dil nelgara lailn. Masyarakat rohilngnya yang belrtahan melngalamil pelrlakuan 

yang tildak manusilawil dan selmakiln telrtilndas delngan tildak dilakuilnya melrelka 

selbagail warga nelgara Myanmar, tildak dilakuilnya rohilngnya selbagail warga 

nelgara Myanmar melnyelbabkan masyarakat rohilngnya melnjadil statellelss 

pelrson. Konflilk belsar yang melmpelngaruhil pilhak-pilhak yang telrlilbat, dalam 

hal ilnil pelmelrilntah Myanmar delngan eltnils muslilm rohilngnya. Gelnosilda dil 

Myanmar diltandail delngan pelmbunuhan muslilm rohilngnya olelh pelnduduk 

Myanmar pelnganut Buddha pada tahun 1938, pelnangkapan belsar- belsaran 

tahun 1970, dan pelmbelrlakuan undangundang kelwarganelgaraan tahun 1982 

yang selcara structural melmbuat elksilstelnsil masyarakat rohilngnya illlelgal dil 

mata hukum. Tilndakan dilskrilmilnasil yang diltelrilma olelh masyarakat rohilngnya 

tellah telrjadil selmelnjak tahun 1938 dan selbanyak 30.000 muslilm rohilngnya tellah 

dilbunuh pada 26 Julil 1938. Keljadilan yang sama tellah telrjadil belrulang pada tahun 

1942, 1968, 1992, dan melmuncak pada tahun 2012. 

Pada tahun 1982 pelmelrilntah Myanmar delngan relsmil melnelrbiltkan 

undang- undang Burma Ciltilzelnshilp Law 1982 yang belrsilfat dilskrilmilnasil 

kelpada eltnils rohilngnya10. Seljak diltelrbiltkannya undang-undang telrselbut anak-

anak eltnils rohilngnya tildak melndapatkan hak pellajaran melrelka dan 

melngakilbatkan anak-anak telrselbut tildak melnyambung pellajarannya selrta 

melndapat belrbagail telkanan selpelrtil elkonomil, pelnangkapan, pelnyilksaan, dan 

jelnils dilskrilmilnasil lailnnya. Keladaan selmakiln melmburuk dan melnyeldilhkan 

keltilka wanilta muslilm rohilngnya dillarang untuk melngelnakan hiljab, banyak 

dilantara melrelka yang diltilndas, melngalamil dilskrilmilnasil, dan 

kelkelrasankelkelrasan lailnnya. Masyarakat rohilngnya juga melndapat 

dilskrilmilnasil pada bildang kelselhatan, masyarakat rohilngnya tildak melndapat 

pelrlakuan sama dil rumah sakilt maupun klilnilk-klilnilk dil Myanmar. Masyarakat 

rohilngnya dilpaksa untuk melmbayar harga pelngobatan dan bilaya rumah sakilt 

sangat mahal dilbandilngkan delngan masyarakat Myanmar11. Tilndakan 

gelnosilda yang dilalamil eltnils rohilngnya telrjadil dalam belrbagail belntuk selpelrtil 

pelmelrkosan, pelmbunuhan pelnilndasan telrhadap anak-anak, pelrampasan 

rumah, tanah, pelmusnahan dan dillarang untuk melmpelrbailkil masjild, 

pelnggantilan masjild delngan pagoda Buddha12, pelrgelrakan dan pelrkawilnan 

melrelka dilbatasil, pelnangkapan dan pelnyilksaan tanpa bilcara, selrta pelmaksaan 

kelluar daril ilslam dan melnganut Buddha. Tilndakan gelnosilda yang dillakukan 

Myanmar telrhadap eltnils rohilngnya melrupakan tilndakan yang sangat keljam 

karelna sudah melnghillangkan Hak Asasil Manusila masyarakat eltnils 

rohilngnya13. Tilndakan yang dillakukan selpelrtil melmbunuh, melmpelrkosa, 
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melmusnahkan, melmbakar, tildak melmbelrilkan untuk melnganut agamanya 

masilng- masilng, belrelncana untuk melmusnahkan eltnils rohilngnya melrupakan 

keljahatan gelnosilda yang sangat selrilus. Dil harapkan Pelrselrilkatan Bangsa-

Bangsa harus belrtilndak dalam hal ilnil agar kasus ilnil selcelpatnya sellelsail selrta 

tildak diltelmukannya lagil kasus selrupa yang telrjadil dil Nelgara lailn. 

Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Pemerintah Myanmar Dengan Etnis Rohingnya 

Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional 

Dalam rangka melnyellelsailakan selngkelta yang telrjadil antara pelmelrilntah 

Myanmar dan eltnils muslilm rohilngnya, selsuail delngan Pasal 33 Pilagam PBB 

telrlelbilh dahulu  selbailknya  melnggunakan cara dilplomasil, apabilla tildak 

melnelmukan tiltilk telrang dalam pelrmasalahan ilnil maka  baru  belralilh  delngan 

melnggunakan cara hukum yaknil mellaluil pelradillan. Dalam Pasal 31  Pilagam  

Pelrselrilkatan  Bangsa- Bangsa  diljellaskan   dalam   dua ayat yaknil: ayat (1): 

Pilhak-pilhak yang telrmasuk dalam pelrtilkailan yang jilka belrlangsung selcara telrus 

melnelrus mungkiln akan melmbahayakan pelrdamailan dan kelamanan nasilonal, 

pelrtama-tama harus melncaril pelnyellelsailan selngkelta delngan jalan pelrundilngan, 

pelnyellildilkan, meldilasil, konsillilasil, arbiltrasil, pelnyellelsailan selngkelta melnurut 

hukum mellaluil badan-badan atau pelraturan-pelraturan relgilonal, atau delngan 

cara damail lailnnya yang dilpillilh keldua bellah pilhak. Ayat (2) : Billa dilanggap 

pelrlu, Delwan Kelamanan PBB melmilnta kelpada pilhak-pilhak belrsangkutan 

untuk melnyellelsailkan pelrtilkailannya delngan cara- cara yang selrupa iltu. 

Keljahatan yang dillakukan olelh pelmelrilntah Myanmar telrhadap eltnils muslilm 

rohilngnya melrupakan kasus keljahatan gelnosilda, karelna selsuail delngan 

pelngelrtilan gelnosilda Pasal 6 Statuta Roma gelnosilda melrupakan keljahatan yang 

belrtujuan untuk melnghapuskan eltnils, ras, dan agama bailk  selcara melnyelluruh 

atau selbagilan. 

Untuk melnyilkapil kasus telrselbut yang telrjadil dil Myanmar telrhadap eltnils 

muslilm rohilngnya, PBB melmang tellah melngelcam kelras kelpada pelmelrilntah 

Myanmar untuk selgelra melngakhilril kelkelrasan yang telrjadil dan sudah 

belrlangsung sangat lama. Namun, hal telrselbut tildak diltanggapil delngan bailk 

olelh pelmelrilntah Myanmar dan hilngga saat ilnil masilh bellum ada upaya dalam 

pelnyellelsailan selngkelta telrselbut. Dalam selngkelta ilnil cara dilluar jalur hukum, 

selpelrtil meldilasil, konsillilasil, dan nelgosilasil sudah pelrnah dilpakail untuk upaya  

pelnyellelsailan  selngkelta  namun bellum   juga   melnelmukan   tiltilk   telrang   dalam   

selngkelta   telrselbut.   Jilka   dalam melnggunakan cara dilluar pelngadillan sudah 

pelrnah dilgunakan olelh Nelgara dalam melngakhilril selngkelta yang telrjadil, 

namun masilh bellum melnelmukan tiltilk telmu, maka dalam kasus ilnil dapat 

dilambill alilh olelh Delwan Kelamanan PBB untuk dilsellelsailkan melnggunakan 

cara mellaluil Mahkamah Pildana Ilntelrnasilonal. Walaupun Myanmar bukan 

melrupakan Nelgara pelselrta yang ilkut melratilfilkasil Mahkamah Pildana 

Ilntelrnasilonal, akan teltapil bukan melnjadil alasan keljahatan yang telrjadil 

telrhadap eltnils rohilngnya tildak dapat diladillil mellaluil Mahkamah Pildana 

Ilntelrnasilonal. Karelna selmua warga Nelgara belrada dilbawah yurilsdilksil 

Mahkamah Pildana Ilntelrnasilonal dalam kondilsil selpelrtil: Nelgara telmpat telrjadil 

selngkelta tellah melratilfilkasil Statuta Mahkamah Pildana Ilntelrnasilonal, Nelgara 

telrselbut tellah melngakuil yurilsdilksil Mahkamah Pildana Ilntelrnasilonal dalam dasar 

ad hoc dan Delwan Kelamanan PBB melnyampailkan selngkelta ilnil kel Mahkamah 

Pildana Ilntelrnasilonal, selhilngga kasus ilnil dapat diladillil melnggunakan 

Mahkamah Pildana Ilntelrnasilonal14. 

KESIMPULAN 
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Pelrlakuan gelnosilda telrhadap eltnils Rohilngya dil Myanmar melmillilkil 

dampak selrilus daril pelrspelktilf hukum pildana ilntelrnasilonal. Gelnosilda dilatur 

olelh Konvelnsil Gelnosilda Pelrselrilkatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948, 

yang melndelfilnilsilkan gelnosilda selbagail tilndakan-tilndakan telrtelntu yang 

dillakukan delngan nilat untuk melnghancurkan, selcara kelselluruhan atau 

selbagilan, kellompok eltnils, nasilonal, ras, atau agama. Dilskrilmilnasil yang 

dillakukan pelmelrilntah pun sudah melngarah pada tilndakan pellanggaran HAM 

(Hak Asasil Manusila) belrat yailtu gelnosilda. Myanmar selbagail nelgara harus 

belrtanggung jawab atas keljahatan yang melnilmpa warga nelgaranya. Belntuk 

tanggung jawab yang dillakukan salah satunya adalah tilndakan pelnghelntilan, 

seltellah dilhelntilkan maka pelnelgakan HAM (Hak Asasil Manusila) pun harus 

dillakukan mellilputil pelnyellildilkan, pelnuntutan sampail pelnjatuhan hukuman. 

Keldaulatan nelgara tildak dapat diljadilkan alasan Myanmar telrbelbas daril selgala 

tuntutan atas pellanggaran HAM (Hak Asasil Manusila). Nelgara Myanmar 

dapat diltuntut dan dilmilntail pelrtanggungjawaban atas pellanggaran HAM (Hak 

Asasil Manusil) telrselbut. Pelrtanggungjawaban nelgara pada hakilkatnya akan 

muncul apabilla nelgara telrselbut tellah mellakukan wrongfull actilon. Melskilpun 

tellah ada langkah-langkah hukum dan poliltilk untuk melnanganil pelrlakuan 

gelnosilda telrhadap eltnils Rohilngya, ilmplelmelntasilnya teltap melnjadil tantangan 

belsar. Belbelrapa pilhak, telrmasuk pelmelrilntah Myanmar, masilh melnolak atau 

melngabailkan tuduhan gelnosilda. Kelbelrlanjutan upaya ilntelrnasilonal untuk 

melnelgakkan keladillan telrus melnjadil fokus dalam melnanganil siltuasil ilnil daril 

pelrspelktilf hukum pildana ilntelrnasilonal. 

Saran 

Keljahatan Gelnosilda dapat dillakukan pelnilndakan delngan cara 

mellakukan kelrjasama selcara relgilonal ataupun ilntelrnasilonal, adanya lelmbaga 

yang dilmaksudkan untuk melnilngkatkan pelrlilndungan selrta pelnghormatan 

telrhadap eltnils, agama, dan lailnnya bahkan untuk melnguatkan lelmbaga yang 

tellah ada untuk dapat melnjadil maksilmal. 
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